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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomar 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah Kabupaten Subang, perlu dibentuk Satuan
Pendidikan Dmerah untuk mendukung kelancaran dan
keberhasilan  pelaksanaan  tugas MASINE-masing
perangkat daerah ;

- bahwa untuk pelaksanasan maksud sebagrimana

tersebut pada huruf * a" & atas, periu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1050 tentang

Pembentukan  Daerab-dasrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provingl Djawa Barat (Beritn Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), srhagnimann telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968,
tentang Pembentukan Kabupaten Purwekarta dan
Kabupaten Subang, dengan mengubah Undung-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 1963
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Eniang Sistem

Pendidikan (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negarg
Republik Indonesia Nomor 4301):

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negarn (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dasrah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara blik Indonesia Nomor S587)
sebegaimann talah diubah kedua kalinya dengan
Undeng-Undang HNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua ates Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonssia 567G);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repuhblik
Indoneaia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia
Nemor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Tenis

Daerah [Berita Negora Republik Indonesia Tahur 2017
Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN:

t PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG TENTANG

PEMBERTUKAN DAN SUSUNAN OROGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FADA  DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG

BAB i
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Dauerah adalah Kabupaten Subang ;

4. Pemerintah Daersh adalah Kepala Daerah bessrta
Perangkat Daerah Otonom yang lain scbagsi Badan
Eksekutil Daerah ;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemeriniah Daerah
dan DPRD Kabupaten Subang menurut azas
Diesantrolisasi

Bupati adalah Bupati Subang ;

- LJFw-n.nF:nwjtihn Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disebut DFRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Subang ;

6. Dinaa adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupatenin Subang ;

-



7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan, yang
selanfutnya  disebut Satuan Pendidikan Kabupaten
Subang adalah Unit Pelaksana Teknis Dasrah di bidang
Pandidilan yang berupa Satuan Pendidikan Formal dan
Batuan Pendidikan Non Farmal;

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Pegawai Negeri 8ipil yang diberi tugas, wewenang dan
hak secara penuh oleh Pejabat vang berwenang untuk
melaksanakan kegintin yvang sesual dengan profesinva
dalam rangka mendukung kelancaran tugas polkok.

BAB I
FEMBENTUKAN
Pazal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD| Satuan Pendidilan Formal dan
Batunn Pendidilan Non Formal ;

(2] Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimalksud avat
{1} terdir] dar ;
I, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertuma Negeri [SMPN);
2. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri
(SDN);
3. Satuen Pendidikan Formsal Tamen Kanak-Kanak
Negeri (TK Negeri).
(3) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksid
pada ayat (1] terdiri dari :
Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal
Kegeri.

(4) Nama Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada
Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Subang
tercantum dalam Lampiran |, merupekan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

{1) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non
Formal merupalean unsur pelaksana teknis daerah,
dipimpin oleh seorang Kepala vang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Subang,



(2] Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non
Formal merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Funguional, vang dijabat cleh Pejabat Fungsional vang
diberi tugas tambahan,

Bagian Kedun
Tugas Pokok
Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non
?m'mi]umlmpumm puknknulnknm“hdm
tugas teknis npml-inn.ll Dinas Pendidikan

Kebudaysan Kabupaten Subang dibidang Pund.idﬂmu
Formal dan Non Formal sesual dengan kebijakan Kepala

Baglan Ketiga

Fungsi
Pasal 5

Satuan Pondidilkan mempunyal fungsi |

l. Penyusunan bahan porumusan kebijakan telknis
operasional bidang pendidikan formal dan non formal ;

2. Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasicanal bidang
pendidikan sesuai dengan lingkup tugsanve :

3. Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;

4. Pelaksanaan urusan administrasi.

BAB IV
Susunan Organisasi

Pasal &

(1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal,
terdiri atas:
A. SBatuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama Negeri (SMPN), membawahi :

1. Kepala Sekolah;
4. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum:
b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
©. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan
Prasarana;
d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas:
3. Pengelola Ketatausahaan:
4. Kelompok Jabatan Fungsional
B. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri
(SDN), membawah :
L. Kepala Sekolah;
2. Pengelola Ketatausahaan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



C. Satuan Pendidikan Formal Taman Kansak-Kanak
MNeger [TE Negeri], membawah :

1. Kepala Sekolah;
2. Pengelola Ketatausahaan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
{1} Kepala BSatuan Pendidikan merupekan jabatan
guru/pamong belajar sesuanl dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala
Pengeloln  Hetatausahann merupaksan jabatan non
esalon.

{3} Kepala Batuan Pendidikan Formal Taman Kanak -
Hanak merupakan jabatan fungsional guru diber tugas
tambahan wsesuai dengan ketentuan Persturan
Perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketstansahasn
merupakan jabatan non eselon.

(3] Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal,
sebagnimana tercantum dalam lampiran [0, il dan IV
merupakan bagian yang tdak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(} Susunan Organisas! Satuan Pendidikan MNonformal,
terdiri atas :

Satuan Pendidikan Nonformal Sanger Keglatan Belajar
Sekolah Nonformal Negeri, membawahi :
1. Kepaia Sekolah;

2. Walkil Kepala Sekolah, vang terdiri dari :

0. Wakil Kepala Sckolah Bidang PAUD:;
b. Wakil HKepala Sckolah Bidang Pendidikan
Kesetaraan dan Keaksaraan;
c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kursus dan
Pelatihan.
3. Kepala Urusan Tata Usaha, yang memhawnhi

Urusan Administrasi Koriluhim;

. Urusan Peserta Didik;

Urusan Kepegawaian;

Urusan Keuangan;

Urussan Sarana dan Prasarans;
Urusan Hubungan Masyarakat;

. Urusan Persuratan dan Pengarsipan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional,

2] Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Satuan Pendidikan
Nonformal Sanggar Kegiatan Belgjar Seknlah
Nonformal Negeni Kabupaten Subang merilpalan
jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas
tambakan sesuai  dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan. Kepala Urusan Tata Usaha
merupakan jabatan non-eselon.

(3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan
Nonformal, sebagaimana tercantum dalam lampiran

V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ind.

mrpANER



BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGEBIONAL
Pasal 8

(1] Peda Satuan Fendidikan Formal dan Satuan
Pendidilkkan Non Formal dapat dibentuk Kelompolk
Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Funﬂmm sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas ssjumlah tenaga dalam
Jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesual dengan bidang keahliannys.

(3] Jenis, jenjang dan jumlah jebatan fungsional
ditetapkan oleh Bupat berdasarkan kebutihan dan
beban kerja, sesuai dengan turan rundang-
undangan yang berlaku, e ”

BAB V1
TATA KERJA
Pasal 9

{1} Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala
Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non
Formal dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prnsip koordinasi, integrast  dan
sinkronisasi baik dalam hngkunmum masing-masing
maupun antar kesatiuan organisssl di lingkungan
Pemerinteh Daernh  serta  instansi lain i lusar
Femeruitah Dl.lﬂ.h sesuai dengan tugas dan fungsinva
masing-masing.

(2] Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya. i

(3] Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib
mengikut dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab Lkepada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan secara berkals.

BABR VIL
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan

Pendidikan Non Formal dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Megara (AFBN), Anggaran Pendapatian Belanja

Dnr.-mh (AFBD} Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja
DCaerah (AFBD) Kebupaten Subang,



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan
Formal dan Satuan Pendidilan Non Formal sebageimena
dimaksud Peraturan Bupat fnl, diatur lehih lanjut oleh
Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

Fasal 12

Pembentuksen den Penataan Satusn Pendidikan Formal
dan Batuen Pendidikan MNon Formal dapat discsuaikan
dengan perkembangan kewenangan, kemampusan dan
kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan vang berlaku.
BAR IX

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 13
Dengan diundangkannys Peraturan Bupat ini, maka
Perpturan  Perundang-undangan sebelumnya  vang

bertentangan dengan Peraturan Bupaed ind, dinvatakan
dicabut dan tidak berlalou lag.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlabu pada tanggal
diundanghkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati il dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang
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